Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indenesia
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P UT U S A N %
°

Nomor 11/PID.SUS/TPK/2011/P¥, B@‘

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHA%@NG MAHA ESA

————————— Pengadilan Tindak orupsi pada

Pengadilan  Tinggi Kalimantan &aan Banjarmasin  yang

mengadili perkara - perkar§ indak pidana korupsi dalam
I

peradilan tingkat bandi% h menjatuhkan putusan sebagai

berikut - --------- @
V4
Terdakwa 1I: \J

Namf\ngI@ . SITI RAMSINAH, S.Ap ;
@at lahir . Banjarmasin ;

Umur / Tgl. Lahir

50 Tahun /22 Januari 1961 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan . Indonesia ;
Tempat Tinggal : JlI. Brigjen H. Hasan Basry jembatan

merah Rt 4 Lk 2 No 124 Kec Padang

Batung Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Agama o S | a m ;
Pekerjaan . PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab

Hulu Sungai Selatan ;
Terdakwa 11: _

halaman 1 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Nama Lengkap : SITI ROSM@
o
Tempat lahir : Kandangan ‘b’b ;

Umur / Tgl. Lahir : @

54 ‘%ﬁ@' / 7  April 1956 ;
Jenis Kelamin : ‘b‘?puan ;

/
Kebangsaan &: Indonesia

3 ;

Tem@inggal : JlI.  Aluh Idut RT 2 RK IIl Kandangan,

$ Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Agama Do S | a m

Pekerjaan : PNS Dinas Tata Kota Kab Hulu Sungai

Selatan ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dengan

jenis tahanan Kota oleh
Terdakwa | :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,

Nomor : 115/Pen.Pid/2011/PN. Kgn. tanggal 18 Mei 2011 sejak

tanggal 18 Mei 2011 s.d. tanggal 16 Juni 2011 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,
Nomor : 120/Pen.Pid./2011/PN. Kgn. tanggal 9 Juni 2011

sejak tanggal 17 Juni 2011 s.d. tanggal 15 Agustus 2011

3

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 08/Pen.Pid/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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=
tanggal 16 Agustus 2011 ,sejak tanggal?& .,gustus s.d
[ 4
tanggal 8 September ;:V 11

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi 08/Pen.Pid/2011/PT.BJM

tanggal 6 september 2011 ,s% tanggal 9 september s.d

[
tanggal 7 Not@’r 2011 ;

Terdakwa 11: @

Majelis Hakim @adilan Negeri, berdasarkan Penetapan,

Nomor : 116/ 'Pid/2011/PN. Kgn. tanggal 18 Mei 2011 sejak

[ J
tanggalQ& Mei 2011 s.d. tanggal 16 Juni 2011 ;

P(@an Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan,
m

or : 121/Pen.Pid./2011/PN. Kgn. tanggal 9 Juni 2011

sejak tanggal 17 Juni 2011 s.d. tanggal 15 Agustus 2011

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pen.Pid/2011/PT.BJM
tanggal 16 Agustus 2011 ,sejak tanggal 16 Agustus s.d

tanggal 8 September 2011

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pen.Pid/2011/PT.BJM
tanggal 6 september 2011 ,sejak tanggal 9 september s.d

tanggal 7 Nofember 2011 ;

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FUAD SYAKIR,
S.H. Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Putera
Harapan Rt. 03/l No. 51 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua
Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2011/PN.Kgn. tanggal 25 April
2011 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

halaman 3 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Inﬁanesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id O
PENGADILAN TINGGI tersebut ; 0%
[

Telah membaca :

Surat - surat pemeriksaan di Persida serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri n gan tanggal 03 agustus
2011 Nomor 77/Pid.Sus/ 20 . Kgn yang amarnya berbunyi

sebagai i@u

Menyatakan terda@l SITI RAMSINAH, S.Ap dan terdakwa Il
SITI WATI terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalgh , Wwelakukan tindak pidana “KORUPSI  SECARA

B -SAMA DAN BERLANJUT” ;

q&njatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh

karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama :

6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara

yang dijatuhkan;
Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akte permintaan banding dari Terdakwa | dan Il tanggal 10
Agustus 2011, Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.Kgn yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan
bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa | dan Il

mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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=
Kandangan tanggal 03 AgustusQZO.,é Nomor
[ 4

77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn dan perminta anding tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntu um pada tanggal 11
Agustus 2011 sebagaimana I ngkan dalam relaas
pemberitahuan permintaan. b tanggal 11 Agustus 2011
Nomor 7 id/2011/PN.Kgn;

Akte Permintaan Ban@‘bairi Penuntut Umum tanggal 09 Agustus
2011 Nomor O ﬁa.Pid/ZOll/PN.Kgn, dibuat oleh panitera
Pengadilan Qgeri Kandangan yang menerangkan bahwa
Penunt m.um mengajukan permintaan banding atas putusan
Pe ilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor

/Pid.Sus/2011/PN.Kgn, permintaan banding tersebut telah
pula diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum

Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2011 ;

. Memori Banding vyang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Para
Terdakwa tertanggal 18 agustus 2011 dan tanggal 16
Agustus 2011 vyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri kandangan pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan disertai penyerahan
salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 agustus

2011 ;

Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak

mengajukan kontra memori banding ;
Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada

Terdakwa |l tanggal 15 Agustus 2011 No. Wis.U2 /

435/UM.01.10/Pid/VI11/2011. dan untuk Terdakwa Il tanggal

halaman 5 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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15 Agustus 2011 No. W15.U2/436/UM.01. P%III/ZOM,
o
serta Penuntut Umum tertanggal 1 wstus 2011 No.

W15.U2/437/UM.01.10/ Pi(ﬂv /2011,

>

Menimbang, bahwa para terda@}'dihadapkan kepersidangan
karena didakwa telah melakuk. dak pidana sebagaimana dalam
Surat Dakwaan Penuntut a}da Kejaksaan Negeri Kandangan
Nomor Register Perkm: PDS-07/KANDA/12/2010, tertanggal 28

Maret 2011 sebagai%(rikut

KESATU Q
L J

Ba Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS pada

Dinas udayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
seé$ dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19
tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa Il
Siti  Rosmawati selaku Kasi Museum dan Kepurbakalaan pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor

821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 turut serta
melakukan dengan Sdr.Drs. Abdul Gani dan Sdri. Dra. SITI
SANIAH , M.Pd (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)
pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi
antara tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2008,
bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang
memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan meskipun
masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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satu perbuatan berlanjut secara melawan k%melakukan
[ 4

perbuatan memperkaya diri sendiri atau 0% lain yang dapat
but

merugikan keuangan Negara, perbuatan é@s

terdakwa dengan cara sebagai beriku&o

Bahwa pada tahun 200Z% &tur Peninggalan Purbakala

Direktorat  Jenderal Seja?xjan Purbakala menerbitkan SK

nomor: 219a/ DIT.PP/ SR/ 11/ 2007 tanggal 20 Maret 2007

dilakukan para

yaitu tentang penunju n Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan
Juru Pelihara di Xdyah Kalimantan Selatan pada bulan Januari
s/d Desember ti,a; tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu

Sungai S n ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi

Juru ihara situs Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai
Se‘@ dan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing

masing Juru Pelihara.

Bahwa untuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur
Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan
Purbakala Nomor : 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20
Maret 2007 ditetapkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada

9 orang juru pelihara yaitu

Basri (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;
Durabu (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;
Maslani (menjaga makam tumpang Talu Kandangan) ;
Anwar (menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi) ;
Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya) ;

Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung) ;

Siti Patimah ( menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan

Loksado) ;

halaman 7 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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o
Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah l@jawa) ;

Jadri (menjaga Situs benteng Gunung M Desa Madang Padang
Batung) ;
Dengan honor vyang berh mereka terima masing- masing
sebesar Rp.6 /bulannya ;

Bahwa pembay a onor untuk para Juru Pelihara tersebut

tidak diIakukar@r bulan akan tetapi dilakukan per periode
bulan

yaitu setia 4° sekali dengan melampirkan laporan dari
para Ju Pelihara tentang Cagar Budaya yang dipeliharanya per

4 bulannya ;

Bahwa terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai
Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu
Sungai  Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu  Sungai

Selatan Nomor 19 tahun 2007, mempunyai tugas pokok yaitu
Mengelola keuangan APBD Il (Kabupaten);

Melaporkan pembayaran kegiatan kantor;

Membuat laporan keuangan

Bahwa terdakwa Il Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala
Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Keputusan
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD

tanggal 19 Maret 2004 , dengan tugas pokok yaitu

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan museum

dan kepurbakalaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menghimpun dan  mengolah data inventaris@o enggalian,
[ 4
an

penyelamatan, perlindungan suaka pen%
situs Cb;

Menyusun petunjuk teknis progr&binaan penyelenggaraan
[

museum, inventarisasi, p lian dan penyelamatan serta

sejarah dan

kepurbakalaan.

perrlindungan suaka‘b ifiggalan sejarah dan situs

kepurbakalaan. @
&M

Melaksanakan ingan teknis dan fasilitasi tentang

penggur@ Warang dan pemeliharaan berbagai sarana dan

praﬁla kebudayaan.

M&ﬁ)kan bahan bimbingan kerjasama dengan unit
kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian
bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegitan pembinaan

dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan

nasional.
Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegitan
pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi,

penggalian dan penyelamatan  serta perlindungan  suaka
peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan

sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi
terkait dalam rangka penyelamatan dan perlindungan suaka

peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapakan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk

halaman 9 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. ’,ﬁ
serta memelihara arsip kegitan se%o seum dan
o
kepurbakalaan. ;:\

Melaksanakan tugas lain yang dibg@n oleh Kepala Bidang

Kebudayaan sesuai dengar& 'bidang tugas ;
[
Bahwa mekanisme pem@w Honor Juru Pelihara yaitu
Departemen Kebudaya Pariwisata memberitahukan melalui

Surat dan Telpon ,kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana
anggaran honor u pemelihara untuk setiap Kabupaten telah
turun, selagjutry ‘pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
mentra$ e rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Pari a Dan  Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
seﬁmana surat dari Direktorat Jenderal Sejarah  dan
Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.IV [/ 06 tanggal 13 April
2006 dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 orang yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan untuk mengelola dan membagikan uang Honor
Para Juru Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs.
Abdul Muhit selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor
Rekening di BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit
mencairkan dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke

kantor.

Bahwa untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara
ke seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dipikir
memakan  waktu terlalu lama maka Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kalimantan Selatan mendelegasikannya kepada seluruh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dengan memberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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ke masing- masing Dinas Pariwisata Kabu % wilayah
Provinsi Kalsel melalui surat atau tel mwa dana dari
pusat untuk honor para Juru Pelihar %ah cair dan agar
mereka mengambilnya ke Dinas |sata dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan .ke %n diminta agar dibagikan ke

para Juru Pelihara yang ada.diNKabupaten masing- masing ;

Bahwa pada tahun ‘@) Sdr.FATHURRAHMAN selaku Kepala

Dinas Pariwisata dan/m}udayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dimutasikan Kepala Dinas di Dinas  Perhubungan,

Komunikasi rmatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan

digantika leh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku PIt.

Kepal inas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai

Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr.FATHURRAHMAN sudah
pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

dilakukan oleh terdakwa Il Siti Rosmawati sendiri;

Bahwa honor Juru Pelihara periode Januari s/d April 2007
turun pada bulan Juni 2007 sebesar Rp.21.600.000,- untuk
dibagikan kepada 9 orang Juru Pelihara yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, bahwa setelah terdakwa Il Siti Rosmawati
mengambil uang honor tersebut dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya
di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu
Sungai Selatan terdakwa Il Siti Rosmawati melapor kepada
atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani sebagai Kepala Bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama terdakwa
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t% mengonsep

Il Siti Rosmawati pada bulan Juni 2007 t ehbu
o
rencana penyerahan honor Juru Pelihara t &dengan 2(dua)

N

Lt

alternative yakni

100% diserahkan kepada Juru Pehh&
Sebagian diserahkan kepada ‘g

orang- orang yang terka

elihara dan sebagian untuk

lam membantu proses realisasi

tersebut @ yakni:

/
Untuk JuruQ lihara masing- masing Rp.1.000.000,-
o

Untuk B&(epala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sungai Selatan (Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd)

$p3.000.000,-

Untuk Sdr. Drs. Abdul gani selaku Kepala Bidang. Kebudayaan

Rp.2.500.000, -

Untuk Kasi Museum dan Kepurbakalaan vyaitu terdakwa Il Siti

Rosmawati jumlahnya Rp.1.500.000,-

Bahwa setelah itu Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada
Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku PIt. Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk
menyampaikan laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri.
Dra. SITI SANIAH , M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor
tersebut adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh
dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap
memberikan arahan / petunjuk / perintah agar honor Juru
Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas,

kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang Kkerja Sdri.
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Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan men@a% arahan
/petunjuk/perintah lisan yang telah ditet oleh Sdri. Dra.
SITI SANIAH , M.Pd kepada terdakwa Il %y Rosmawati setelah
itu terdakwa Il Siti Rosmawati mﬂ@hkan uang yang diambil
dari honor Juru Pelihara kePa &ir. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.3.000.000,- untuk  dis a? kepada  Sdri. Dra. SITI
SANIAH , M.Pd lalu Sdr. ‘bﬁ%dul Gani masuk kembali ke ruang
kerja Sdri. Dra. S@SANIAH ,  M.Pd dan menyerahkan uang

/7
sebesar Rp.3.000 - kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd,

setelah itu ontz Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-
masing RpAé0.000,- dimasukkan kedalam amplop oleh terdakwa
I Si osmawati yang dibantu oleh terdakwa | Siti
Rg@h, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihara vyaitu
JAMILAH pengganti Juru Pelihara DJARKASI (saat itu belum
mempunyai SK dari pusat) sebesar Rp.500.000,- di ruang bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan (terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap bersama
terdakwa Il Siti Rosmawati yang menyusun dan memasukkan uang
tersebut ke dalam amplop) setelah selesai dimasukkan ke dalam

amplop kemudian uang tersebut di simpan [/ dimasukkan oleh

terdakwa Il Siti Rosmawati kedalam tasnya;

Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk
Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007 oleh
Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa | Siti Ramsinah |,
S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati dibagikan setelah
dikurangi konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar
Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil
Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- ,

transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi
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e s
saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan m i emeh—oleh
untuk saksi Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 3&; kemud|an Sdr.
Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakw Ramsinah , S.Ap

dan terdakwa Il Siti Rosmawati b sama berangkat menuju
rumah Juru Pelihara untuk rrleny &kan honor tersebut, setelah
sampai di rumah  Juru e @a Sdr. Drs. Abdul Gani
menyampaikan kepada Jur §ihara sebenarnya mereka mendapat
gaji dari pusat sebw Rp.1.400.000,- akan tetapi dipotong
sebesar Rp.400.0Q0% untuk ongkos minyak setelah honor Juru
Pelihara CAGAR. JAYA selesai diserahkan kepada 9 orang Juru
Pelihara QA bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan

Kebudaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sdr. Drs. Abdul Gani

di@ uang yang diambil dari sisa honor Juru Pelihara yang

telah dipotong oleh terdakwa Il  Siti Rosmawati sesuai
keputusan  Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd vyaitu sebesar
Rp.2.500.000,- dan untuk terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap

karena hanya membantu saja maka diberi uang oleh terdakwa Il

Siti  Rosmawati sebesar Rp.350.000,- , sehingga sisa honor
Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa |l Siti Rosmawati
sebesar Rp.3.250.000,- yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs.
Abdul Gani ;

Bahwa honor Juru Pelihara untuk Bulan Mei s/d Agustus
2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9
orang masing- masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh Sdr.
Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd ,
terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati
kepada 9 orang Juru Pelihara, wuang tersebut dibagi untuk
mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd

sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
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Rp.2.500.000,- , Terdakwa I Siti Rosm@tio ,6 sebesar
Rp.1.500.000,- , Terdakwa | Siti RMSI®

S.Ap sebesar

Rp.350.000,- dikurangi biaya kon Banjarmasin
Rp.250.000,- , mengantar Laporan anan ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mencarter mobll 0.000,- , menyusun Laporan
3 rangkap Rp.250.000,- , ortasi rumah para Juru
Pelihara Rp.200.000,- , ri Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,-

dan membelikan oleh untuk Saksi Drs.Abdul  Muhit Rp.
300.000,- sehing jsa honor Juru Pelihara yang ada di tangan

oleh Sdr.

terdakwa |l it 1IN Rosmawati sebesar Rp.11.750.000,- diambil
Abdul Gani ;

r Juru Pelihara wuntuk Bulan September s/d Desember
2 icairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000 , untuk
9 orang masing- masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh
Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH ,
M.Pd , terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa Il Siti

Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi

untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH ,
M.Pd sebesar Rp.3.000.000,-, Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.2.500.000,- , Terdakwa I Siti Rosmawati sebesar
Rp.1.500.000,- , Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap sebesar
Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan
3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru
Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit

Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul
Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang

ada di tangan terdakwa Il Siti Rosmawati sebesar
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Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul i;o’c

o

Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelil’%a& Kabupaten Hulu
Sungai Selatan penerima honor dari ﬁé( tidak mengetahui
berapa honor yang mereka terima n an(;jak ada pertemuan Juru
Pelihara se-Kalimantan Selata Hotel Jelita Banjarmasin
tanggal 18 November ZOOSQ%a sejak pertemuan di Kantor
Ins pektorat Kab. HSS ta@ 30 Desember 2008 pada saat mereka
menerima surat Keput,u;@ Direktur peninggalan purbakala nomor:
219a/ DIT.PP/ S xO.III/ 2007 tanggal 20 Maret 2007, mereka

S

baru tahu bahw onor Yyang seharusnya mereka terima adalah

sebesar 6Q0.000,- perbulan dari pusat ;
§a a perbuatan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan
ter wa |l Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL

GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd telah melawan hukum
yaitu telah menyerahkan honor tidak tetap bagi 9 Juru Pelihara
Cagar Budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode I, 1l
dan 1Il tahun 2007 dengan tidak sebagaimana mestinya vyaitu
tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Peninggalan
Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala,
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

219a/DIT.PP/SP/20.111/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang
Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan Juru
Pelihara yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan
perlindungan benda cagar budaya/situs yang antara lain berada
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan
bahwa honor tidak tetap bagi 9 juru pelihara Cagar Budaya

untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibagikan sesuai
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dengan prosedur bertentangan juga dengan K tuosa Presiden
[ 4
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman :N anaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada 12 ayat (2) vyang

menyatakan bahwa pelaksanaan an belanja anggaran
didasarkan atas prinsip-prin.si agai berikut Belanja atas
beban anggaran belanja Neg ilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti yang sah untuk eroleh pembayaran ;

Bahwa akibat pe}wtan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap

dan terdakwa Il KM Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H.
ABDUL GANI 4 dan Sdri. Dra.SITI SANIAH M.Pd telah
mengakib Negara mengalami kerugian sebesar Rp.

88.1254 00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian
a" Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Honor Juru
Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai

dengan 2008 dari BPKP Kalimantan Selatan

Perbuatan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa Il
Siti Rosmawati tersebut di atas melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 jo.
Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31  Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sung?i Ia% Nomor 19
tahun 2007 menjabat sebagai bendahara p@as Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai %an dan terdakwa Il
Siti Rosmawati selaku Kasi Museum EQépurbakalaan pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kelbu &/ Hulu Sungai Selatan sesuai
dengan  Keputusan Bupati Sungai Selatan Nomor

821.2/1007/007- BANGPEG/ nggal 19 Maret 2004 turut serta
melakukan dengan Sm. Abdul Gani dan Sdri. Dra. SITI
SANIAH , M.Pd (k &g’nya dilakukan penuntutan secara terpisah)
pada hari dn. 1ggal yang sudah tidak bisa diingat lagi
antara tab&ZOO? sampai dengan bulan Januari tahun 2008,
bertempa i Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
H@ungai Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang
memeriksa dan  mengadili, melakukan  Beberapa perbuatan
meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran |,
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana dilakukan

para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada tahun 2007 Direktur Peninggalan Purbakala
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menerbitkan SK
nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20 Maret 2007
yaitu tentang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan
Juru Pelihara di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Januari
s/d Desember tiap tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu

Sungai Selatan ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi
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=
Juru Pelihara situs Cagar Budaya di Kabu@o ’Qlu Sungai
[ 4
Selatan dan juga besaran honor yang akan&i

masing Juru Pelihara.

ma oleh masing

Bahwa untuk tahun 2007 ber kan Keputusan Direktur
Peninggalan Purbakala Dlge Jenderal Sejarah dan
Purbakala Nomor : 219a/ %( SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20
Maret 2007 dltetapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada

9 orang juru pellhara

Basri (menjaga \|d Suwada Wasah Hilir Simpur) ;
Durabu (memka 'Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) ;
Maslan&njaga makam tumpang Talu Kandangan) ;

Am&menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi) ;

Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya) ;
Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung) ;

Siti Patimah ( menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan

Loksado) ;

Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah karang jawa) ;

Jadri (menjaga Situs benteng Gunung Madang Desa Madang Padang

Batung) ;

Dengan honor yang berhak mereka terima masing- masing sebesar

Rp.600.000,- /bulannya ;

Bahwa pembayaran honor untuk para Juru Pelihara tersebut
tidak dilakukan per bulan akan tetapi dilakukan per periode
yaitu setiap 4 bulan sekali dengan melampirkan laporan dari
para Juru Pelihara tentang Cagar Budaya yang dipeliharanya per

halaman 19 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indenesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id O
o ’C

4 bulannya ;

o
Bahwa terdakwa | Siti Ramsinah %)xmenjabat sebagai
Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan sata Kabupaten Hulu
Sungai  Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu  Sungai

Selatan Nomor 19 tahun 2007,.m¢@ ai tugas pokok yaitu

Mengelola keuangan APBD IlI @b paten);

Melaporkan pembayara‘@ tan kantor;
v

Membuat laporan k ngan ;

Bahwa terdak Il Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala
Seksi Ms&dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwia$ Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Keputusan
B@ Hulu Sungai Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD

tanggal 19 Maret 2004 , dengan tugas pokok yaitu

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan museum

dan kepurbakalaan.

Menghimpun dan mengolah data inventarisasi, penggalian,
penyelamatan, perlindungan suaka peninggalan sejarah dan

situs kepurbakalaan.

Menyusun petunjuk teknis program pembinaan penyelenggaraan
museum, inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta
perrlindungan suaka peninggalan sejarah dan situs

kepurbakalaan.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang
penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan

prasarana kebudayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menyiapkan bahan bimbingan kerjasamane an unit

kerja/instansi terkait rangka rekomendaSj~ usul pemberian

bantuan organisasi yang menyelengga@ kegitan pembinaan

dan pengembangan permuseuman k@alaan dan peninggalan

nasional.
[ ]

Melaksanakan nalisis pelaksanaan kegitan

evaluasi
pembinaan dan @ enggaraan museum, inventarisasi,
penggalian d /penyelamatan serta perlindungan  suaka
peninggalan rah serta perlindungan suaka peninggalan

[ J
sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyidpkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi
rkait dalam rangka penyelamatan dan perlindungan suaka

peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapakan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
serta memelihara arsip kegitan seksi museum  dan

kepurbakalaan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas

Bahwa mekanisme pembayaran Honor Juru Pelihara vyaitu
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui
Surat dan Telpon kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana
anggaran honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten telah
turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
mentransfer ke rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Pariwisata Dan  Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

halaman 21 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJIM
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sebagaimana surat dari Direktorat Jender %arah dan
o

Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.1V N anggal 13 April

2006 dan untuk tahun 2007 sampai deng un 2008 orang yang

ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwis an Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Selatan untuk menge dan membagikan uang Honor
[

Para Juru Pelihara Se-K% tan Selatan adalah Sdr. Drs.
Abdul  Muhit selaku Kep eksi Sarana dan Prasarana Dinas
Kebudayaan dan Par@ta Kalimantan Selatan dengan Nomor

Rekening di BNI 5{92313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit

mencairkanganirekening tersebut dan uangnya dibawa ke
o

kantor.

a untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara
k ruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dipikir
memakan waktu terlalu lama maka Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kalimantan Selatan mendelegasikannya kepada seluruh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dengan memberitahu
ke masing- masing Dinas Pariwisata Kabupaten di  wilayah
Provinsi Kalsel melalui surat atau telpon bahwa dana dari
pusat untuk honor para Juru Pelihara sudah cair dan agar
mereka mengambilnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diminta agar dibagikan ke

para Juru Pelihara yang ada di Kabupaten masing- masing ;

Bahwa pada tahun 2007 Sdr. FATHURRAHMAN selaku Kepala
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dimutasikan menjad i Kepala Dinas di Dinas  Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
digantikan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku PIt.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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&

Bahwa untuk tahun 2007 karena S@I’HURRAHMAN sudah
pindah maka untuk pengambilan honor % Pelihara ke Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata ProWin Kalimantan Selatan

dilakukan oleh terdakwa 1l SJtI awati  sendiri;

Bahwa honor Juru Peh@perlode Januari s/d April 2007
turun pada bulan sebesar Rp.21.600.000,- untuk
dibagikan kepada & Juru Pelihara yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Se% bahwa setelah terdakwa Il Siti Rosmawati
mengambll$g' tersebut dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwi$ rovinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya
di r Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu
Slﬁ Selatan terdakwa Il Siti Rosmawati melapor kepada
atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani sebagai Kepala Bidang
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani bersama terdakwa
Il Siti Rosmawati pada bulan Juni 2007 tersebut mengonsep

rencana penyerahan honor Juru Pelihara tersebut dengan 2(dua)

alternative yakni
100% diserahkan kepada Juru Pelihara ;

Sebagian diserahkan kepada Juru Pelihara dan sebagian untuk
orang- orang Yyang terkait dalam membantu proses realisasi

tersebut yakni:
Untuk Juru Pelihara masing- masing Rp.1.000.000,-

Untuk PIt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan (Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd)

halaman 23 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM
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b %O
Rp.3.000.000, - 0.
[

Untuk Sdr. Drs. Abdul gani selaku K% Bidang. Kebudayaan

Rp.2.500.000, - @

Untuk Kasi Museum dan laan vyaitu terdakwa Il Siti

Kepur
Rosmawati @hnya Rp.1.500.000,-

Bahwa setelah N&;dr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada
Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku PIt. Kepala Dinas
Pariwisata d gudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk
menyampai aﬁaporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri.
Dra §$SANIAH , M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor
te&lt adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh
dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap
memberikan arahan / petunjuk /perintah agar honor Juru
Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas,
kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri.
Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyampaikan arahan
/petunjuk/perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra.
SITI SANIAH , M.Pd kepada terdakwa Il Siti Rosmawati setelah
itu terdakwa Il Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil
dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.3.000.000,- untuk  diserahkan kepada  Sdri. Dra. SITI
SANIAH , M.Pd lalu Sdr. Drs.Abdul Gani masuk kembali ke ruang
kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyerahkan uang
sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd,
setelah itu Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-
masing Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam amplop oleh terdakwa

Il Siti Rosmawati yang dibantu oleh terdakwa | Siti Ramsinah

Disclaimer
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, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihara yaj -s?ﬁsi JAMILAH

pengganti Juru Pelihara DJARKASI (saat it &um mempunyai SK

dari pusat) sebesar Rp.500.000,- di % bidang Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan K en Hulu Sungai Selatan
(terdakwa | Siti Ramsinah K %, bersama terdakwa Il Siti
Rosmawati  yang menyusun d asukkan uang tersebut ke dalam
amplop) setelah selesai imasukkan ke dalam amplop kemudian
uang tersebut di si / dimasukkan oleh terdakwa Il Siti
Rosmawati  kedal snya;

Bahwa baru, pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk

Juru  Peli periode Januari sampai dengan April 2007 oleh

Sdr. Abdul Gani bersama dengan terdakwa | Siti Ramsinah,
an terdakwa Il Siti Rosmawati dibagikan setelah
dikurangi konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar
Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil
Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- ,
transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi
saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh- oleh
untuk saksi Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- kemudian
Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa | Siti Ramsinah ,
S.Ap dan terdakwa 1l Siti Rosmawati bersama sama berangkat
menuju rumah Juru Pelihara untuk menyerahkan honor tersebut,
setelah sampai di rumah Juru Pelihara Sdr. Drs. Abdul Gani
menyampaikan kepada Juru Pelihara sebenarnya mereka mendapat
gaji dari pusat sebesar Rp.1.400.000,- akan tetapi dipotong
sebesar Rp.400.000,- untuk ongkos minyak setelah honor Juru
Pelihara CAGAR BUDAYA selesai diserahkan kepada 9 orang Juru

Pelihara maka bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sdr. Drs. Abdul Gani

halaman 25 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM
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. %
diberi uang yang diambil dari sisa honor Q hara yang
al

telah dipotong oleh terdakwa Siti wati sesuai
keputusan  Sdri. Dra. SITI  SANIAH ; yaitu  sebesar
Rp.2.500.000,- dan untuk terdakw fQSiti Ramsinah , S.Ap

karena hanya membantu saja mak% berl uang oleh terdakwa Il
00,-

Siti  Rosmawati sebesar sehingga sisa honor
Juru Pelihara yang ada% angan terdakwa |l Siti Rosmawati
sebesar Rp.3.250.000, yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs.
Abdul Gani ; N/

Bahwa h;nogauru Pelihara wuntuk Bulan Mei s/d Agustus

2007 dica4 n 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9
orang ﬁéng—masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh Sdr.
Dwﬂbdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd ,
terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati

kepada 9 orang Juru Pelihara, wuang tersebut dibagi untuk

mereka berempat yaitu wuntuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd
sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.2.500.000,- , Terdakwa I Siti Rosmawati sebesar
Rp.1.500.000,- , Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap sebesar
Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan
3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru
Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit

Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh wuntuk Saksi Drs.Abdul
Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara vyang
ada di tangan terdakwa Il Siti Rosmawati sebesar

Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Disclaimer
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Honor Juru Pelihara wuntuk Bulan Septe@osa Desember
[ 4

2007 dicairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp x 00.000 , untuk

9 orang masing- masing @ Rp. 2.400.00@k dibagikan tidak

dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul G rsama dengan Sdri Dra.

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI SANIAH , M.Pd , terdakw‘b&Siti Ramsinah , S.Ap dan
[

terdakwa Il Siti Rosmawati da 9 orang Juru Pelihara, uang
tersebut dibagi untuk berempat vyaitu untuk : Sdri
Dra. SITI SANIAH ,'\@d sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs.

0,-, Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Apsebesar

v 4
Abdul Gani sebes Mp.Z.SO0.000,—, Terdakwa 1l Siti Rosmawati
sebesar Rp.1. OQ
[ J
Rp.350.00045 dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin

Rp.250 -, mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin
Rp‘@OOO,- , mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan
3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru
Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit

Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul
Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang
ada di tangan terdakwa Il Siti Rosmawati sebesar

Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten Hulu
Sungai Selatan penerima honor dari pusat tidak mengetahui
berapa honor yang mereka terima namun sejak ada pertemuan Juru
Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita Banjarmasin
tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di Kantor
Ins pektorat Kab. HSS tangal 30 Desember 2008 pada saat mereka
menerima surat Keputusan Direktur peninggalan purbakala nomor:
219a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20 Maret 2007, mereka
baru tahu bahwa honor yang seharusnya mereka terima adalah

sebesar Rp.600.000,- perbulan dari pusat ;

halaman 27 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJIM

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa perbuatan terdakwa | Siti Ramﬁo, S.Ap dan
terdakwa Il Siti Rosmawati bersama den N r. Drs H. ABDUL

GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH , M. ah menyalahgunakan

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana atau kesempatan yang ada &a karena jabatan atau

kedudukan vyaitu telah menyfra any honor tidak tetap bagi 9

Juru Pelihara Cagar Buda bupaten Hulu Sungai Selatan
&

antara tahun 2007 sarr%

sebagaimana mestinywaitu tidak sesuai dengan Nomor

engan tahun 2008 dengan tidak

/
219a/DIT.PP/SP/20 NZOO? tanggal 20 Maret 2007 tahun 2007
tentang Penunjukag Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan
o

Juru Peli yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan
perlingb@n benda cagar budaya/situs yang antara lain berada
di@yah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan
bahwa honor tidak tetap bagi 9 juru pelihara Cagar Budaya
untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibagikan sesuai
dengan prosedur bertentangan juga dengan Keputusan Presiden
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 12 ayat (2) yang
menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja anggaran
didasarkan atas prinsip- prinsip sebagai berikut Belanja atas
beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak

dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap
dan terdakwa Il Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H.
ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH M.Pd telah
mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.

88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian

Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemabyaran Honor Juru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. %
Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas@eb ayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selata&\&a un 2006 sampai

dengan 2008 dari BPKP Kalimantan Selata‘b;

Perbuatan terdakwa | Siti R%&, S.Ap dan terdakwa Il

Siti  Rosmawati tersebut @

sebagaimana diatur dan dia@pidana berdasarkan Pasal 3 jo.
18  Undang- Unda@ 31 1999

atas melanggar ketentuan

Pasal Nomor Tahun Tentang
Pemberantasan deak ana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang- U \g Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
nda

Atas Undang- Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUH Pasal 64 Ayat(l) KUHP.
ATAU

Bahwa Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19
tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa Il
Siti  Rosmawati selaku Kasi Museum dan Kepurbakalaan pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor
821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 Maret 2004 turut serta
melakukan dengan Sdr.Drs. Abdul Gani dan Sdri. Dra. SITI
SANIAH , M.Pd (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)
pada hari dan tanggal vyang sudah tidak bisa diingat lagi
antara tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2008,

bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk

halaman 29 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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=
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kanda@y&% berwenang
o

memeriksa dan mengadili, melakukan Bebera% rbuatan meskipun
masing- masing merupakan kejahatan at%; pelanggaran , ada
hubungannya sedemikian rupa sehin arus dipandang sebagai

satu perbuatan berlanjut , de &sengaja menggelapkan uang
[ ]
yang disimpan karena jabat% atau membiarkan uang tersebut

diambil atau digelapkan(&g
melakukan perbuatan '@ebut, perbuatan mana dilakukan para
/

orang lain, atau membantu dalam

terdakwa dengan sebagai berikut

Bahwa da, Stahun 2007 Direktur  Peninggalan Purbakala
Direktora ‘ﬁnderal Sejarah dan Purbakala menerbitkan SK
nomor‘&a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20 Maret 2007
yald$|entang penunjukkan Benda Cagar Budaya dan Pengangkatan
Juru Pelihara di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Januari
s/d Desember tiap tahunnya dan khusus untuk Kabupaten Hulu
Sungai Selatan ditunjuk 9 orang juru pelihara untuk menjadi
Juru Pelihara situs Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing

masing Juru Pelihara.

Bahwa untuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur
Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan
Purbakala Nomor : 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20
Maret 2007 ditetapkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada

9 orang juru pelihara yaitu

Basri (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur)
Durabu (menjaga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur)
Maslani (menjaga makam tumpang Talu Kandangan)

Anwar (menjaga rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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& %
Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya) °
[ 4
Mahyuni (menjaga rumah bersejarah Durian %}rg)

Siti Patimah ( menjaga Monumen 17 Mef a Niih  di Kecamatan

Loksado) &
'O
Jarkasi/ Jamilah (menjaga @bersejarah karang jawa)

Jadri (menjaga Situs@&g Gunung Madang Desa Madang Padang

Batung) N’

Dengan honor ygberhak mereka terima masing- masing sebesar

aliwa pembayaran honor untuk para Juru Pelihara tersebut
tifﬁdilakukan per bulan akan tetapi dilakukan per periode
yaitu setiap 4 bulan sekali dengan melampirkan laporan dari
para Juru Pelihara tentang Cagar Budaya yang dipeliharanya per

4 bulannya ;

Bahwa terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai
Bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kabupaten Hulu
Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu  Sungai

Selatan Nomor 19 tahun 2007, mempunyai tugas pokok yaitu
Mengelola keuangan APBD Il (Kabupaten);

Melaporkan pembayaran kegiatan kantor;

Membuat laporan keuangan

Bahwa terdakwa Il Siti Rosmawati menjabat sebagai Kepala
Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Keputusan

Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD

halaman 31 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tanggal 19 Maret 2004 , dengan tugas pokok yaiQ(b
o

Menyiapkan bahan pembinaan, pengembanga%\emamauan museum

dan kepurbakal fb’

Menghimpun  dan  mengolah da&nventarisasi, penggalian,
[ ]

penyelamatan, perIindun@uaka peninggalan sejarah dan
situs ‘b epurbakalaan.

O

Menyusun petunjuk éknis program pembinaan penyelenggaraan

museum, inv risasi, penggalian dan penyelamatan serta

o
perrlino}ﬂ&m suaka peninggalan sejarah dan situs

kep@(alaan .

Mel anakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang
penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan

prasarana kebudayaan.

Menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit
kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian
bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegitan pembinaan

dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan

nasional.
Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegitan
pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi,

penggalian dan penyelamatan serta perlindungan suaka
peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan

sejarah dan situs kepurbakalaan.

Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit Kkerja/instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. ’)g
terkait dalam rangka penyelamatan dan &m gan suaka
[ 4

peninggalan sejarah dan situs % purbakalaan.

Menyiapakan bahan dan mengolah Iapp@v dalam berbagai bentuk

serta memelihara arsip @ an seksi museum  dan

[
kepurbakalaan. S"b

Melaksanakan tugas %‘aang diberikan oleh Kepala Bidang

Kebudayaan sufal dengan bidang tugas ;

Bahwa kgme pembayaran Honor Juru Pelihara vyaitu
Departem &budayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui
SuratﬂSTelpon kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa dana
anﬁﬁm honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten telah
turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
mentransfer ke rekening orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Sejarah  dan
Purbakala No. 367 / DIT.PP / SP / 13.1V [/ 06 tanggal 13 April
2006 dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 orang yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan untuk mengelola dan membagikan uang Honor
Para Juru Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs.
Abdul Muhit selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor
Rekening di BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit
mencairkan dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke

kantor.

Bahwa untuk membagikan sendiri Honor para Juru Pelihara

halaman 33 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ke seluruh Kabupaten yang ada di Kallmantan e%‘\ dipikir
memakan  waktu terlalu lama maka Di Par|W|sata dan
Kebudayaan Kalimantan Selatan mendeleg %ﬂya kepada seluruh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ten dengan memberitahu
ke masing- masing Dinas P.ari &ta Kabupaten di  wilayah
Provinsi Kalsel melalui sura%, atau telpon bahwa dana dari
pusat untuk honor par u Pelihara sudah cair dan agar
mereka mengambilnya'@ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

/
Provinsi Kaliman elatan kemudian diminta agar dibagikan ke

para Juru Peljha yang ada di Kabupaten masing- masing ;
o

Bah ada tahun 2007 Sdr.FATHURRAHMAN selaku Kepala
Dinas iwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dii@ikan menjadi Kepala Dinas di Dinas  Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
digantikan oleh Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku PIt.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan

Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr.FATHURRAHVAN sudah
pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

dilakukan oleh terdakwa Il Siti Rosmawati sendiri;

Bahwa honor Juru Pelihara periode Januari s/d April 2007
turun pada bulan Juni 2007 sebesar Rp.21.600.000,- untuk
dibagikan kepada 9 orang Juru Pelihara yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, bahwa setelah terdakwa Il Siti Rosmawati
mengambil uang honor tersebut dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan lalu keesokan harinya

di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Sungai Selatan terdakwa Il Siti Rosmawati m%)r kepada
[ 4

atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani s%%a Kepala Bidang
an

Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Keb Kabupaten Hulu

Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs. @ Gani bersama terdakwa

Il Siti Rosmawati pada bula i 2007 tersebut mengonsep
[
rencana penyerahan honor JuruN\Pelihara tersebut dengan 2(dua)

alternative vyakni
100% diserahkan kepad}tnlru Pelihara

Sebagian diseraQ—x kepada Juru Pelihara dan sebagian untuk

orang-% Yang terkait dalam membantu proses realisasi

terﬁm

&hwa setelah itu Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada

yakni:

Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd selaku PIt. Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk
menyampaikan laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri.
Dra. SITI SANIAH , M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor
tersebut adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh
dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap
memberikan arahan /petunjuk / perintah agar honor Juru
Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas,
kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri.
Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyampaikan arahan
/petunjuk/perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra.
SITI SANIAH , M.Pd kepada terdakwa Il Siti Rosmawati setelah
itu terdakwa Il Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil
dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.3.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH

, M.Pd lalu Sdr. Drs.Abdul Gani masuk kembali ke ruang Kkerja

halaman 35 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyera@%g sebesar
o

Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI %@, M.Pd, setelah

itu Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA%agikan masing- masing

Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam oleh terdakwa Il Siti
Rosmawati yang dibantu ole.h &kwa I Siti Ramsinah , S.Ap
kecuali untuk 1 orang Ju %hara yaitu saksi JAMILAH
pengganti Juru Pelihara S| (saat itu belum mempunyai SK

dari pusat) sebesar@SO0.000,- di ruang bidang Kebudayaan
Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(terdakwa | Si&Ramsinah , S.Ap bersama terdakwa Il Siti
Rosmawati A@g menyusun da memasukkan uang tersebut ke dalam
amplop telah selesai dimasukkan ke dalam amplop kemudian
ua ersebut di simpan / dimasukkan oleh terdakwa Il Siti

Rosmawati kedalam tasnya;

Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor untuk
Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007 oleh
Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa | Siti Ramsinah ,
S.Ap dan terdakwa Il  Siti Rosmawati dibagikan setelah
dikurangi  konsumsi ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mengantar
Laporan Bulanan ke Banjarmasin Rp.250.000,-, mencarter mobil
Rp.750.000,- , menyusun Laporan 3 rangkap Rp.250.000,- ,
transportasi ke rumah para Juru Pelihara Rp.200.000,-, memberi
saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan membelikan oleh- oleh
untuk Saksi Drs.Abdul Muhit Rp. 300.000,- kemudian Sdr. Drs.
Abdul Gani bersama dengan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan
terdakwa Il  Siti Rosmawati bersama sama berangkat menuju
rumah Juru Pelihara untuk menyerahkan honor tersebut, setelah
sampai di rumah  Juru Pelihara Sdr. Drs. Abdul Gani

menyampaikan kepada Juru Pelihara sebenarnya mereka mendapat
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gaji dari pusat sebesar Rp.1.400.000,- akan % dipotong
sebesar Rp.400.000,- untuk ongkos miny Q:ah honor Juru
Pelihara CAGAR BUDAYA selesai diserahk %epada 9 orang Juru
Pelihara maka bertempat di Kanfo Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sung 'iplatan Sdr. Drs. Abdul Gani
[

diberi uang yang diambil riN\,sisa honor Juru Pelihara yang
telah dipotong oleh t wa |l Siti Rosmawati sesuai
keputusan  Sdri. D@SITI SANIAH , M.Pd vyaitu sebesar
Rp.2.500.000,- untuk terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap
karena hanya m. ntu saja maka diberi wuang oleh terdakwa Il
Siti Rosm@ sebesar Rp.350.000,- , sehingga sisa honor
Juru ra yang ada di tangan terdakwa Il Siti Rosmawati
se@ Rp.3.250.000,- yang kemudian diambil oleh Sdr. Drs.
Abdul Gani ;

Bahwa honor Juru Pelihara untuk Bulan Mei s/d Agustus
2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000, untuk 9
orang masing- masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan oleh Sdr.
Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd ,
terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati

kepada 9 orang Juru Pelihara, uang tersebut dibagi untuk

mereka berempat yaitu untuk : Sdri . Dra. SITI SANIAH , M.Pd
sebesar Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.2.500.000,- , Terdakwa I Siti Rosmawati sebesar
Rp.1.500.000,- , Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap sebesar
Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan 3
rangkap Rp.250.000,- , transportasi ke rumah para Juru Pelihara
Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit Rp.500.000,- dan
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—
membelikan oleh- oleh untuk Saksi Drs.Abdul M%-R. 300.000,-
[

sehingga sisa honor Juru Pelihara yang a@
Il Siti Rosmawati sebesar Rp.ll.?SO.C%r

G

. o
Honor Juru Pelihara unx Bulan September s/d Desember

2007 dicairkan 28 Januari @ ebesar Rp. 21.600.000 , untuk

9 orang masing-masi@ p. 2.400.000 tidak dibagikan tidak

tangan terdakwa
diambil oleh Sdr.

Drs. Abdul

dibagikan oleh S%’Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra.

SITI  SANIAH ,Qd , terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan
@

terdakwa I@ti Rosmawati  kepada 9 orang Juru Pelihara, uang

tersebu ibagi untuk mereka berempat yaitu untuk : Sdri

D@SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,-, Sdr. Drs.
Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,-, Terdakwa Il Siti Rosmawati
sebesar Rp.1.500.000,-, Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap
sebesar Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,-, menyusun Laporan
3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi ke rumah para Juru
Pelihara Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit

Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul
Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara yang
ada di tangan terdakwa |l Siti Rosmawati sebesar

Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ;

Bahwa sebelumnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten Hulu
Sungai Selatan penerima honor dari pusat tidak mengetahui
berapa honor yang mereka terima namun sejak ada pertemuan Juru
Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita Banjarmasin

tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di Kantor
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Ins pektorat Kab. HSS tangal 30 Desember ZOOW%at mereka
menerima surat Keputusan Direktur peninggalah, purbakala nomor:
219a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal@ Maret 2007, mereka
baru tahu bahwa honor yang seharys mereka terima adalah

sebesar Rp.600.000,- perbulan dafi%pusat ;
[

Bahwa perbuatan terd@l Siti  Ramsinah , S.Ap dan

terdakwa 1l Siti Rosmaw bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL
GANI dan  Sdri. Draﬁw SANIAH , M.Pd yang menyerahkan honor
Juru Pelihara d 'N‘ana Anggaran Belanja Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata Yy diterima juru pelihara Benda Cagar Budaya
Kabupate 4& Sungai Selatan tidak sesuai dengan jumlah yang
telah &etapkan Surat Keputusan Direktur Peninggalan
P&Ia Nomor: 219a/Dit.PP/SP/20/111/2007 tanggal 20 Maret
2007 telah menggelapkan uang (honor 9 orang Pelihara Kabupaten
Hulu Sungai Selatan ) yang disimpan karena jabatannya hal ini

disebabkan karena honor para Juru Pelihara tersebut disimpan

oleh terdakwa Il Siti Rosmawati dan dalam hal pembagian dan
penyerahan kepada para Juru Pelihara terdakwa |, terdakwa Il
Siti  Rosmawati dan Sdr. Drs H. ABDUL GANI tidak berani

memotong dan membagikannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari
Sdri. Dra.SITI SANIAH , M.Pd hal ini disebabkan Sdri. Dra.SITI
SANIAH , M.Pd adalah atasan mereka yaitu selaku Plt.Kepala
Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan

Bahwa oleh karena kewenangannya tersebut, terdakwa Il
Siti Rosmawati yang mengetahui bahwa honor para Juru Pelihara
sudah dibawa dan diambilnya dan peruntukkannya buat 9 orang

Juru pelihara dengan bantuan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap
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. k
dan Sdr. Drs. Abdul Gani atas dasar perinta Sdr.  Dra.SITI
o

SANIAH , M.Pd yang sebelum honor tersebut agikan Sdr. Drs.

Abdul Gani memberikan dua alternative% ada Sdri. Dra.SITI
SANIAH , M.Pd yaitu pertama apakah rﬁ%ikan seluruhnya sesuai
dengan  Surat Keputusan .Dir & Peninggalan Purbakala,
Direktorat Jenderal Sej dan Purbakala, Departemen
Kebudayaan dan Pariwisa%@nor 219a/DIT.PP/SP/20.111/2007
tanggal 20 Maret 200 tuk tahun 2007 atau dibagi namun ada
dilakukan pemoto sehingga terdakwa | Siti Ramsinah, S.Ap,
terdakwa |l iti. osmawati , Sdr.Drs. H. Abdul Gani,dan Sdri.
Dra.SITI S@;H , M.Pd mendapatkan uang lelah dan oleh Sdri.
Dra.Sl ANIAH |, M.Pd diputuskan alternatif yang kedua yang
di@nakan dalam pembagian honor 9 orang juru pelihara
sehingga uang honor yang seharusnya penuh diterima oleh 9
orang Juru Pelihara menjadi berkurang karena telah dipotong

terlebih dahulu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap
dan terdakwa |l Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H.
ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH M.Pd telah
mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.

88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian
Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Honor Juru
Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai

dengan 2008 dari BPKP Kalimantan Selatan ;

Perbuatan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan terdakwa 1l
Siti Rosmawati tersebut di atas melanggar ketentuan

sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 jo.
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=
Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 T::\hu % Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seb & telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun a%Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun I@'jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1l) %
[
Menimbang ,Surat Tunt@dari Penuntut Umum Nomor: PDS-

07/KANDA/12.2010 tanggal‘b 28 Juli 2011 vyang pada pokoknya

0

Menyatakan teran I SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwa Il

sebagai berikut

SITI RO$V\AT tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pid@ya g melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau
tudut™ serta  melakukan secara melawan hukum melakukan
ﬁuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat
(1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang
telah dirubah dan ditambah oleh Undang- Undang Nomor 20
Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64

Ayat (1) KUHP , dalam dakwaan Kesatu;

Membebaskan terdakwa | SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwa Il

SITI ROSMAWATI dari dakwaan Kesatu.

Menyatakan terdakwa | SITI RAMSINAH, S.Ap. dan terdakwa Il
SITI ROSMAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Secara berlanjut turut serta melakukan dengan tujuan
menguntungkan diri  sendiri, atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
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=

dapat merugikan keuangan Negara atau Per n%n Negara,
sebagaimana diatur dalam pasal 3 J & 18 Undang-

Undang No. 31 tahun 1999 yang tel irubah dan ditambah

oleh  Undang- Undang Nomor n 2001 Jo. Pasal 55

20\
ayat 1 ke- 1 KUHP Jo. P g 64 Ayat (1) KUHP , dalam

dakwaan QX Kedua;

Menjatuhkan pidana t ‘?p terdakwa | SITI RAMSINAH,S.Ap dan
terdakwa Il %( ROSMAWATI masing — masing dengan Pidana
penjara selan (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama alzwa berada di dalam tahanan sementara dengan
per@ terdakwa supaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

denda asing - masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing -

masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para
Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat
sebagaimana yang diatur menurut Undang - Undang, maka dengan

demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Para
Terdakwa/Penasehat Hukumnya tertanggal 16 Agustus 2011 yang
diajukan dan ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan
H.M.ERHAM AMIN,SH,MH.dan ISHFI RAMADHAN,SH., Penasihat Hukum
Para Terdakwa , menguraikan alasan-alasan keberatan atas

putusan  Pengadilan Negeri yang pada pokoknya keberatan
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.
terhadap putusan pengadilan Kandangan tangga@o%ustus 2011
[ 4
n

No.77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn, tersebut antar intinya uang
yang dipotong oleh pengelolah honor rsebut bukan lagi
tanggung jawab Dinas Pariwisata ebudayaan Kabupaten se
Kalimantan Selatan ,sehingg? @% Terdakwa tidak menjadikan

Negara dirugikan.

Bahwa dari alasa %sebut Para Terdakwa/Penasehat

Hukumnya memohon agﬁngadilan Tinggi Banjarmasin ,menerima

Y 4
permohonan  bandi a dan membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Kandangan tanggal 03 Agustus 2011
No.77/Pid §;2011/PN.Kgn , yang selengkapnya termuat dalam
Memor'Aﬁdingnya tersebut.
Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para

Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut selanjutnya Terbanding/
Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding serta

tidak pula mengajukan Memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -—saksi
,keterangan terdakwa dan bukti surat- surat, bukti- bukti mana
yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah

diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut

Pertama : Bahwa Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap selaku PNS
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 19 tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
terdakwa I Siti Rosmawati selaku Kasi Museum  dan
Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai
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Selatan Nomor :821.2/1007/007- BANGPEG/BKD t@gﬁk 19 Maret
o

2004; AN

Kedua :Bahwa pada tahun 2007 Dire@eninggalan Purbakala
r

Direktorat Jenderal Sejarah da{z\/,

nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ ZQ.I% 007 tanggal 20 Maret 2007

bakala menerbitkan SK

yaitu tentang penunjukkan Cagar Budaya dan Pengangkatan

Juru Pelihara di wilayah %antan Selatan pada bulan Januari

s/d Desember tiap 9 nya dan khusus untuk Kabupaten Hulu

Sungai Selatan i juk 9 orang juru pelihara untuk menjadi
8.

Juru Pelihar Cagar Budaya di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan juga besaran honor yang akan diterima oleh masing

masin fu Pelihara. 9 orang juru pelihara vyaitu : Basri

( aga Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) , Durabu (menjaga
Masjid Suwada Wasah Hilir Simpur) , Maslani (menjaga makam
tumpang Talu Kandangan) , Anwar (menjaga rumah adat Banjar
Bumbungan Tinggi) , Mariam (menjaga kubur 6 Sungai Raya)
, Mahyuni  (menjaga rumah bersejarah Durian Rabung), Siti
Patimah ( menjaga Monumen 17 Mei Desa Niih di Kecamatan

Loksado), Jarkasi/ Jamilah (menjaga rumah bersejarah karang
jawa), Jadri (menjaga Situs benteng Gunung Madang Desa Madang
Padang Batung), Dengan honor yang berhak mereka terima masing-

masing sebesar Rp.600.000,- /bulannya ;

Ketiga :Bahwa terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap menjabat sebagai
Bendahara mempunyai tugas pokok yaitu :Mengelola keuangan APBD
I (Kabupaten); , Melaporkan pembayaran kegiatan kantor,
Membuat laporan keuangan ; dan terdakwa Il Siti Rosmawati
menjabat sebagai Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 44
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sesuai Keputusan Bupati Hulu Sungai S@(an Nomor

[
821.2/1007/007- BANGPEG/BKD tanggal 19 @

t
2004 , dengan

tugas pokok yaitu

Menyiapkan bahan pembinaan, pen bangan, pemantauan museum

dan . (b kepurbakalaan.
Menghimpun  dan mengolg‘b%lta inventarisasi, penggalian,
penyelamatan, pem.mgan suaka peninggalan sejarah dan
Y4
situs N kepurbakalaan.

[ J
Menyusun @ﬂjuk teknis program pembinaan penyelenggaraan
mus@ inventarisasi, penggalian dan penyelamatan serta
lindungan suaka peninggalan sejarah dan situs

kepurbakalaan.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi tentang
penggunaan barang dan pemeliharaan berbagai sarana dan

prasarana kebudayaan.

Menyiapkan bahan bimbingan kerjasama dengan unit
kerja/instansi terkait rangka rekomendasi usul pemberian
bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegitan pembinaan

dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan

nasional.
Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegitan
pembinaan dan penyelenggaraan museum, inventarisasi,

penggalian dan penyelamatan serta perlindungan  suaka
peninggalan sejarah serta perlindungan suaka peninggalan

sejarah dan situs kepurbakalaan.

halaman 45 dari 69 halaman
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S O
' @

o
Menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan @ker]a/instansi

terkait dalam rangka penyelamatan nw’perlindungan suaka

peninggalan sejarah dan & kepurbakalaan.

Menyiapakan bahan dan mengoﬂx poran dalam berbagai bentuk

serta memelihara ar@
kepurbakalaan. ,@

Melaksanakan ‘Q?‘Iam yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kebuday‘ag P

Bahwa@kanisme pembayaran Honor Juru Pelihara yaitu

rtemen Kebudayaan dan Pariwisata memberitahukan melalui

kegitan seksi museum  dan

suai dengan bidang tugas ;

Surat dan Telpon kepada Dinas Pariwisata Provinsi bahwa
dana anggaran honor juru pemelihara untuk setiap Kabupaten
telah turun, selanjutnya pihak Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata mentransfer ke rekening orang vyang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana surat dari Direktorat
Jenderal Sejarah dan Purbakala No. 367 / DIT.PP [ SP /
13.1Vv |/ 06 tanggal 13 April 2006 dan untuk tahun 2007
sampai dengan tahun 2008 orang yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
untuk mengelola dan membagikan uang Honor Para Juru
Pelihara Se-Kalimantan Selatan adalah Sdr. Drs. Abdul Muhit
selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening di
BNI 0102313349 kemudian Sdr. Drs. Abdul Muhit mencairkan

dana direkening tersebut dan uangnya dibawa ke kantor ;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pelihara ke seluruh Kabupaten yangf@ di Kalimantan Selatan
dipikir memakan waktu terlalu Ia& aka Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Propinsi Kalim. Selatan mendelegasikannya
kepada seluruh Dinas aéta dan Kebudayaan Kabupaten
dengan memberitahu W ng- masing Dinas Pariwisata Kabupaten
di wilayah Provir&/Kalsel melalui surat atau telpon bahwa
dana dari pusatQtuk honor para Juru Pelihara sudah cair dan
agar mere@e;gambilnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi alimantan Selatan kemudian diminta agar dibagikan ke

pa$uru Pelihara yang ada di Kabupaten masing- masing ;

Kelima. Bahwa untuk tahun 2007 karena Sdr.FATHURRAHMAN sudah

pindah maka untuk pengambilan honor Juru Pelihara ke Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
dilakukan oleh terdakwa Il Siti Rosmawati sendiri; setelah
terdakwa 1l Siti Rosmawati mengambil uang honor tersebut
dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan

Selatan lalu keesokan harinya di kantor Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa Il  Siti
Rosmawati  melapor kepada atasannya yaitu Sdr. Drs. Abdul Gani
sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. Drs.
Abdul Gani bersama terdakwa |l Siti Rosmawati pada bulan Juni
2007 tersebut mengonsep rencana penyerahan honor Juru Pelihara
tersebut dengan 2(dua) alternative, yakni :100% diserahkan
kepada Juru Pelihara atau Sebagian diserahkan kepada Juru

Pelihara dan sebagian untuk orang-orang yang terkait dalam

halaman 47 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJIM
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=
membantu proses realisasi tersebut vyakni: % Pelihara
masing- masing Rp.1.000.000, Untuk PIt Ke &as Pariwisata
PR

dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai (Sdri. Dra. SITI

SANIAH , M.Pd) Rp.3.000.000,- Untuk Drs. Abdul gani selaku

Kepala Bidang. Kebudayaan Rp :&000 - Untuk Kasi Museum dan
Kepurbakalaan yaitu terdak a%

Rp.1.500.000, ‘b‘

Keenam.Bahwa setelah Sdr. Drs. Abdul Gani menghadap kepada

&SAN IAH

Sdri Dra. SITI
Pariwisata d ngudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk

Siti  Rosmawati jumlahnya

, M.Pd selaku PIt. Kepala Dinas

menyampali laporan dan rencana tersebut, selanjutnya Sdri.

Dra. SANIAH , M.Pd walaupun sudah mengetahui bahwa honor
te t adalah hak 9 orang Juru Pelihara dan tidak boleh
dilakukan pemotongan atas honor tersebut namun tetap
memberikan arahan [/ petunjuk /perintah agar honor Juru
Pelihara diserahkan sesuai alternative kedua tersebut diatas,
kemudian Sdr. Drs. Abdul Gani keluar dari ruang kerja Sdri.
Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyampaikan arahan
/petunjuk/perintah lisan yang telah ditetapkan oleh Sdri. Dra.
SITI SANIAH , M.Pd kepada terdakwa Il Siti Rosmawati setelah
itu terdakwa Il Siti Rosmawati menyerahkan uang yang diambil
dari honor Juru Pelihara kepada Sdr. Drs. Abdul Gani sebesar
Rp.3.000.000,- untuk diserahkan kepada  Sdri. Dra. SITI
SANIAH , M.Pd lalu Sdr. Drs.Abdul Gani masuk kembali ke ruang
kerja Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd dan menyerahkan uang

sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdri. Dra. SITI SANIAH , M.Pd,

Ketujuh. Bahwa selanjutnya Terdakwa | bersama Terdakwa II.

membagi Honor Juru Pelihara CAGAR BUDAYA dibagikan masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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masing Rp.1.000.000,- dimasukkan kedalam emp@% terdakwa
Il Siti Rosmawati yang dibantu oleh ter% | Siti Ramsinah
, S.Ap kecuali untuk 1 orang Juru Pelihéb; yaitu saksi JAMILAH
pengganti Juru Pelihara DJARKASI ( itu belum mempunyai SK

dari pusat) sebesar Rp.500.009§di ruang bidang Kebudayaan
[

Dinas Pariwisata dan Kebu% Kabupaten Hulu Sungai Selatan

(terdakwa | Siti Ramsi% . S.Ap bersama terdakwa Il Siti
Rosmawati  yang meny dan memasukkan uang tersebut ke dalam
amplop) setelah sai dimasukkan ke dalam amplop kemudian

uang yang digis an tersebut di simpan [/ dimasukkan oleh
[ J

terdakwa i  Rosmawati kedalam tasnya;
Kedel . Bahwa baru pada bulan Desember tahun 2007 honor
u Juru Pelihara periode Januari sampai dengan April 2007

oleh saksi Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan terdakwa | Siti
Ramsinah, S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati membagikannya
bersama sama berangkat menuju rumah Juru Pelihara untuk
menyerahkan honor tersebut, dengan menyodorkan kwitansi kosong
untuk ditanda tangani kemudian setelah kembali kekantor Sdr.
Drs. Abdul Gani diberi wuang yang diambil dari sisa honor Juru
Pelihara yang telah dipotong oleh terdakwa |l Siti Rosmawati
yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan untuk terdakwa |  Siti
Ramsinah , S.Ap karena hanya membantu saja maka diberi uang
oleh terdakwa Il  Siti Rosmawati sebesar Rp.350.000,- ,
sehingga sisa honor Juru Pelihara yang ada di tangan terdakwa
Il Siti  Rosmawati sebesar Rp.3.250.000,- yang kemudian
diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ; demikian juga honor untuk
Bulan Mei s/d Agustus 2007 dicairkan 3 Januari 2008 sebesar
Rp. 21.600.000, untuk 9 orang masing- masing @ Rp. 2.400.000

setelah dipotong dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama

halaman 49 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJM
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indenesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri Dra. SITI SANIAH , M.Pd , terdakw -S’é Ramsinah
o

, S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati %@l a 9 orang Juru
%v%k

Pelihara, sisa wuang tersebut dibagi mereka berempat

yaitu untuk Sdri . Dra. S ANIAH |,  M.Pd sebesar
Rp.3.000.000,- , Sdr. Drs. A;bd *ani sebesar Rp.2.500.000,- ,
Terdakwa Il Siti Rosmawati %?Qe’lr Rp.1.500.000,- , Terdakwa |
Siti  Ramsinah , S.Ap ar Rp.350.000,- dikurangi biaya

konsumsi ke Banjawn Rp.250.000,- , mengantar Laporan
Bulanan ke Ba asin Rp.250.000,- , mencarter mobil
Rp.750.000,- , y menurut  terdakwa digunakan dari uang
potongan @but sedangkan menurut saksi Abdul Gafur ke
Banjarma dengan SPJ Kantor, transportasi ke rumah para Juru
Pe)&a Rp.200.000,- , memberi saksi Drs. Abdul Muhit
Rp.500.000,- dan membelikan oleh-oleh untuk Saksi Drs.Abdul
Muhit Rp. 300.000,- sehingga sisa honor Juru Pelihara vyang
ada di tangan terdakwa Il Siti Rosmawati sebesar
Rp.11.750.000,- diambil oleh Sdr. Drs. Abdul Gani ; hal sama
dengan Honor Juru Pelihara untuk Bulan September s/d Desember
2007 dicairkan 28 Januari 2008 sebesar Rp. 21.600.000 , untuk
9 orang masing- masing @ Rp. 2.400.000 tidak dibagikan tidak

dibagikan oleh Sdr. Drs. Abdul Gani bersama dengan Sdri Dra.

SITI  SANIAH , M.Pd , terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan
terdakwa Il Siti Rosmawati kepada 9 orang Juru Pelihara, uang
tersebut dibagi untuk mereka berempat vyaitu untuk : Sdri

Dra. SITI SANIAH , M.Pd sebesar Rp.3.000.000,-, Sdr. Drs.
Abdul Gani sebesar Rp.2.500.000,- , Terdakwa Il Siti Rosmawati
sebesar Rp.1.500.000,- , Terdakwa | Siti Ramsinah , S.Apsebesar
Rp.350.000,- dikurangi biaya konsumsi ke Banjarmasin
Rp.250.000,- , mengantar Laporan Bulanan ke Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indenesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- , mencarter mobil Rp.750.000,.—, em%n Laporan
3 rangkap Rp.250.000,-, transportasi mah para Juru
Pelihara Rp.200.000,- , memberi sakfb; Drs. Abdul Muhit
Rp.500.000,- dan membelikan oleh- untuk Saksi Drs.Abdul

Muhit Rp. 300.000,- sehingga‘,&ﬁa honor Juru Pelihara yang
[ ]

ada di tangan terdakwa Siti Rosmawati sebesar

Rp.11.750.000,- diambil pb&dr. Drs. Abdul Gani ;

Kesembilan : Bahwa s?@mnya 9 orang Juru Pelihara Kabupaten

Hulu Sungai Sel tersebut penerima honor dari pusat tidak

mengetahui b;rghonor yang mereka terima namun sejak ada
u Pelihara se-Kalimantan Selatan di Hotel Jelita

K r* Ins pektorat Kab. HSS tangal 30 Desember 2008 pada saat

pertemua

Banjaié tanggal 18 November 2008 serta sejak pertemuan di
mereka menerima surat Keputusan Direktur peninggalan purbakala
nomor: 219a/ DIT.PP/ SP/ 20.111/ 2007 tanggal 20 Maret 2007,
mereka baru tahu bahwa honor yang seharusnya mereka terima

adalah sebesar Rp.600.000,- perbulan dari pusat ;

Kesepuluh :Bahwa perbuatan terdakwa | Siti Ramsinah , S.Ap dan
terdakwa Il Siti Rosmawati bersama dengan Sdr. Drs H. ABDUL
GANI dan telah menyerahkan honor tidak tetap bagi 9 Juru
Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara
tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dengan tidak sebagaimana
mestinya yaitu tidak sesuai dengan Nomor

219a/DIT.PP/SP/20.111/2007 tanggal 20 Maret 2007 tahun 2007
tentang Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan
Juru Pelihara yang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan
perlindungan benda cagar budaya/situs yang antara lain berada

di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan melaporkan kepada
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi. Karhi % Selatan
bahwa honor tidak tetap bagi 9 juru p &Cagar Budaya

untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan &bﬁ dibagikan sesuai

dengan prosedur bertentangan juga f@éan Keputusan Presiden

Nomor 42 Tahun 2002 tentang oman Pelaksanaan Anggaran
[ ]

Pendapatan dan Belanja Ne %pada pasal 12 ayat (2) yang

menyatakan bahwa pel an anggaran belanja anggaran
didasarkan atas prin prinsip sebagai berikut Belanja atas
beban anggaran ja Negara dilakukan berdasarkan atas hak

dan bukti yang sal untuk memperoleh pembayaran ;
o
Qé

hwa berdasarkan hasil laporan investigasi BPKP

Kalim n Selatan, menyatakan akibat perbuatan terdakwa |
Sidh amsinah , S.Ap dan terdakwa Il Siti Rosmawati bersama
dengan Sdr. Drs H. ABDUL GANI dan Sdri. Dra.SITI SANIAH
M.Pd telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.
88.125.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian
Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemabyaran Honor Juru
Pelihara Benda Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 sampai

dengan 2008.;

Keduabelas : Bahwa, terdakwa I Siti Ramsinah telah
mengembalikan sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu
Rupiah), terdakwa Il Siti Rosmawati telah  mengembalikan
sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), saksi Drs H Abdul
Gani mengembalikan sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima
ratus ribu Rupiah) dan Dra Siti Saniah, MPd. sebesar Rp.
9.000.000, - (sembilan juta Rupiah) sehingga terkumpul

seluruhnya sejumlah Rp. 20.510.000,- (dua puluh juta lima
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ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah dikembwn aepada Juru
[ 4
Pelihara Benda Cagar Budaya pada D@ Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selata

Menimbang, bahwa Pengadilan @9 akan mempertimbangkan
n

apakah berdasarkan fakta- fa}“Q’N

dapat menjadikan Para Ter bersalah melakukan perbuatan

g terungkap dipersidangan

pidana sebagaimana yangé/@iiraikan Penuntut Umum dalam surat

dakwaannya tersebut;

Y4

Menimbang, \wawa para terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut %dgaan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan
para te&k sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2
jo. asal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Peﬁmtasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55
Ayat(1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU  Kedua
perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU Ketiga perbuatan
para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8
jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
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karena dakwaan

=
Menimbang, bahwa majelis hakim tingka p%ma dalam
pertimbangan putusannya berpendapat bahw $
Penuntut Umum yang disusun dalam b % alternatif, maka
majelis hakim akan membuktikan d yang menurut majelis
hakim yang mendekati fakta gi idangan yaitu dakwaan Kedua
yaitu perbuatan para terda “ékgagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 3 jo. Pasal@%dang—umang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan dak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan &[{g—Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
»

Perubahan Atas ang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55

ayat (1) - KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

ang, bahwa selanjutnya pertimbangan tersebut diatas
S Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti
dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan negeri
Palehari tanggal 3 Agustus 2011 Nomor 77 / Pid. Sus / 2011 /
PN. Kgn Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan
membenarkan uraian serta pertimbangan dengan tepat dan
benar ,sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih
seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan akan
dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam
perkara a quo dengan menambah pertimbangan dalam unsur
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai

berikut ;

Menimbang, Bahwa wuang yang dicairkan dari tran fer
melalui bank tersebut adalah berasal dari APBN, yang kemudian
dibawa oleh terdakwa keatas meja kerjanya, kemudian para
terdakwa menyisihkan sebagian kemudian memasukkan kedalam

amplop vyang telah tertulis atas nama ke 9 orang tenaga
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=
honorer tersebut yang jumlahnya telah be.rku g%ri jumlah
yang tetulis dalam SK mereka masing- &karena telah
dipotong duluan oleh para terdakwa damﬁsukkannya ke dalam
tasnya yang kemudian dibagikan ke& mereka ke empat orang
tersebut menurut majelis h?ki??&ng itu adalah uang negara
r

er tidak tahu ada pemotongan

dengan didasari alasan pa%
dan menanda tangani‘b itansi kosong dengan tidak

memperlihatkan dafta mbagian honornya serta uang tersebut
dipotong belum t diterima oleh para honorer tapi masih
ditangan ter al: dalam jabatannya sebagaimana diuraikan
tersebut di ;

imbang, bahwa para honorer berhak sepenuhnya untuk
m t pemerintah atau dalam hal ini kepada para terdakwa
atau atasnnya sebagai pejabat pemerintah untuk memenuhi gaji
honornya tersebut sebagaimana seharusnya, maka adalah
kewajiban negara untuk memenuhinya oleh karena ada kewajiban
negara maka sudah ternyata adanya kerugian negara akibat

perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim
tingkat pertmama dan tambahan pertimbangan dari majelis hakim
tingkat banding maka keberatan Para Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya didalam Memori Banding menyampaikan, keberatan
tersebut antara lain intinya uang vyang dipotong oleh
pengelolah honor tersebut bukan lagi tanggung jawab Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten se Kalimantan Selatan
,sehingga Para Terdakwa tidak menjadikan Negara
dirugikan. adalah tidak dapat dibenarkan demiki an  juga

permintaan penasihat hukum terdakwa dan para terdakwa yang
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menyatakan unsur- unsur yang didakwakan tida§%t dalam
o
perbuatan Para Terdakwa, Pengadilan Tin Nldak sependapat
karena telah dipertimbangkan oleh P ilan  Negeri bahwa

perbuatan Para Terdakwa memenuhi —unsur dalam dakwaan

kedua, sehingga dakwaan aIterF&ve kedua dinyatakan telah

terbukti secara sah dan me@ an
Menimbang, bahwa %is hakim tingkat pertama dalam
pertimbangan hukum } an perkara a.quo. menyatakan sesuai

dengan Pasal 4 g-Undang Tindak Pidana Korupsi vyaitu : *

Pengembalian Stery ian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

tidak me uskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana
dimak dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “ , oleh karenanya
m n telah mengembalikan terdakwa | Siti Ramsinah dan

dibenarkan saksi Jarkasi yaitu juru pelihara rumah bersejarah
karang jawa, uang yang telah diterimanya telah dikembalikan
kepada juru pelihara Jarkasi dan Mahyuni yang merupakan juru
pelihara rumah bersejarah durian rabung, dan terdakwa Il Siti
Rosmawati yang mengatakan bahwa uang yang diterimanya telah
dikembalikan kepada Abdul Gani untuk dikembalikan kepada juru
pelihara maka Para Terdakwa tetap harus  mempertanggung
jawabkan pidananyapertimbangan tersebut dapat diterima oleh
majelis hakim tingkat banding karena itu diambil alih dalam

pertimbangan putusan a.quo. ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah
mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara
a.quo. mengenai penjatuhan pidana terhadap para terdakwa,
sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
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dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang N%%ahun 2001
[ 4

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang N? 31 Tahun 1999,
tau

dipidana dengan penjara seumur hid

singkat 1 (satu) tahun dan paling ﬂ% 20 (dua puluh) tahun

dan/atau denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh
[ ]
;k

pidana paling

juta rupiah) dan paling a Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar  rupiah); selanjmémajelis hakim tingkat pertama
berpendapat bahwa w terdakwa telah terbukti melakukan
tindak pidana s imana dakwaan kedua Penuntut Umum telah
mengembalikan sefuruh kerugian Negara, terdakwa | Siti

[ J
Ramsinah l@ mengembalikan kepada juru pelihara Mahyuni dan

Jarkasj al sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu
ru@, sedangkan terdakwa [ Siti Rosmawati telah
mengembalikan melalui sdr Abdul Gani untuk diserahkan kepada

yang berhak vyaitu juru pelihara di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nilai
tersebut relatif kecil dengan pidana yang dapat dijatuhkan
kepada para terdakwa, maka kerugian negara menjadi tidak ada
lagi dan kepentingan umum telah terpenuhi, sehingga majelis
hakim perlu wuntuk menerobos ketentuan undang-undang tersebut

demi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan penjatuhan denda,
majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa denda tersebut
tidak mutlak dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga majelis
hakim berpendapat para terdakwa tidak perlu dijatuhkan hukuman
berupa denda, bahwa atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat
pertama tersebut setelah mencermati dengan seksama maka Maka
Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

hukum tersebut, karena dianggap sudah tepat, disamping itu
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. {Q
perkara ini tidak memiliki dampak yang s@i ,  maupun
o

peran para Terdakwa tidak signifika Mula sebagaimana

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim RI dalam putusan

kasasi Perkara Nomor.1660/K/Pid.Su tanggal 17 Pebruari

2010; dan juga berdasarkan Pa ayat ( 1 ) Undang- Undang
[

Nomor 48 Tahun 2009 yang takan “Hakim wajib menggali,
mengikuti, dan memahamk}ﬁ— nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam makat“, ini terkandung maksud Putusan
Pengadilan har dapat memberikan rasa keadilan bagi

terdakwa, bagi asyarakat dan karena orientasi pemidanaan
adalah $

erikan keseimbangan terhadap kepentingan
masyar kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi
ko@ maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan
dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan
Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus bisa

cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
disebutkan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum,
sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri
Kandangan tanggal 03 Agustus 2011, Nomor:
77/Pid.Sus/2011/PN. Kgn.yang dimintakan banding tersebut harus

dikuatkan;

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas maka keberatan vyang diajukan oleh Penasihat hukum para

terdakwa dan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana termuat
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. ?#
dalam memeori bandingnya tidak cukup @m ga untuk
[ 4

membatalkan putusan Pengadilan Negeri %@,gan tanggal 03

Agustus 2011, Nomor: 77/Pid.Sus/2011/ gn yang dimintakan

banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam (@&} permusyawaratan majelis
hakim tipikor pada pen N tinggi Banjarmasin  tidak
tercapai suara bulat ol ﬁna hakim ad hoc hakim anggota |
H. ABDURRAHMAN HASA}, H, M.Pd. berbeda pendapat, yang pada
pokoknya berpen & bahwa unsure perbuatan menyalahgunakan
kewenangan, ga

es tan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan kedudukukan, serta dapat merugikan keuangan
negar atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, ,
gkapnya pendapat hakim  anggota | tersebut sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota : H. ABDURRAHVAN HASAN,
SH, M.Pd. berbeda pendapat dari pendapat Majelis Hakim Banding
yang menguatkan putusan yang dimintakan banding dan menyatakan
bahwa terdakwa bersalah  melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua vyakni

Dakwaan Kedua, dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang dipertimbangkan
dalam putusan yang dimintakan banding menunjukkan hal- hal

sebagai berikut

Bahwa terdakwa | Siti Ramsinah menjabat Bendahara pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dan terdakwa 1l Siti Rosmawati
menjabat Kasi Museum Dan Kepurbakalaan Pada Dinas Kebudayan

Dan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
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C

Bahwa di Kabupaten Hulu Sugai Selatan dari.ta % s/d 2008
ada 15 (lima belas) Juru Pelihara vy &tugas menjaga

Benda Cagar Budaya yang ada di Kab dan masing- masing

Juru Pelihara menerima honor @aerah (yang bersumber

dari APBD HSS);

R .
Bahwa dari 15 (lima be Q}ru pelihara ada 9 (sembilan)

orang Juru P yang berdasarkan SK  Direktur

Peninggalan P%{kala Direktorat Jenderal Sejarah  dan

Purbakala N . 304b/DIT.PP/SP/111/2006 tanggal 22 Maret
@

2006, $Nomor . 219a/DIT.PP/SP/20.111/2007 tanggal 20

Mare 2007 dan SK Nomor : 495/DIT.PP/SP/ XXIV.IV/2008

gal 24 April 2008 tentang penunjukkan Benda Cagar
Budaya dan Pengangkatan Juru Pelihara di Wilayah Kalimantan
Selatan dan khusus untuk Wilayah Hulu Sungai Selatan Juru
Pelihara dan Benda Cagar Budaya yang ditunjuk berdasarkan

SK Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal

Sejarah dan Purbakala tersebut;
Bahwa dengan demikian, juru pelihara tersebut adalah
penyelenggara Negara juga;

Bahwa 9(sembilan) Juru pelihara tersebut mendapat gaji/honor

dari Pusat yang bersumber dari APBN;

Bahwa, tugas juru pelihara secara struktural berada dalam
jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata HSS, dimana
terdakwa | Ramsinah menjabat sebagai sebagai Bendahara, dan
terdakwa |l Siti Rosmawati menjabat Kasi  Museum Dan

Kepurbakalaan;
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[ 4
Bahwa pembayaran gaji/honor ke 9 (sembil&uru pelihara
tersebut, setelah diterima dari pusa‘lb lu diserahbayarkan

kepada te&&@«
i

Bahwa sebelumnya, para ter&x telah melakukan pemotongan

atas gaji/honor Juru Pe@r

priode untuk % tahun 2007 dan 2008;

dimaksud yang diterima mereka

/
Menimbang,@/a para terdakwa didakwa dengan dakwaan
&

berbentuk [t tif oleh Penuntut Unmum  sebagaimana
dipert ngkan dalam putusan yang dimintakan banding;

enimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan yang berbentuk
alterhatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

putusannya, telah memilih Dakwaan Kedua, dengan alasan karena

dakwaan tersebut mendekati fakta yang terungkap di
persidangan, dengan dakwaan mana para terdakwa didakwa
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(l) KUHP, karena beralasan
fakta- fakta hokum tersebut lebih mendekati kepada unsure- unsur

dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Dakwaan Kedua tersebut

adalah sebagai berikut ;
Unsur setiap orang ;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
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atau suatu korpor@'o ;
[

Unsur menyalahgunakan kewenangan, Kk %atan, atau sarana

yang ada padanya karena atau kedudukukan;

Unsur yang dapat merugikan ‘@an negara atau perekonomian

Negara;
Unsur bersama-sama; @
/
Unsur beberap rbuatan meskipun masing- masing merupakan

kejahata tdu belanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

seh@m arus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Béﬁian dengan unsur setiap orang

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum  yang dijadikan
pertimbangan hukum dalam putusan tentang pengertian unsur
setiap orang dalam pasal 3 Dakwaan Kedua, yang berkaitan
dengan identitas terdakwa, menurut hemat kami menunjukkan
bahwa para terdakwa, adalah seorang Pegawai Negeri atau

penyelenggara negara;

Berkenaan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum  yang dijadikan
pertimbangan hukum dalam putusan tentang pengertian unsur
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi dalam pasal 3 Dakwaan Kedua, menurut hemat
kami menunjukkan bahwa para terdakwa, sebagai Pegawai Negeri
atau penyelenggara negara, telah melakukan pemotongan

honor/gaji juru pemelihara situs cagar budaya yang notabene
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. ,g
adalah penyelenggara negara, untuk kepentinga@os diri;
[ 4

Berkenaan dengan unsur menyalahgunakan ke%%ﬁgan, kesempatan,

atau sarana yang ada padanya karenafjé atau kedudukukan:

Menimbang, bahwa fakta- fg@v

pertimbangan hukum dalam putt &@entang unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, a@ rana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudu ‘&ilam pasal 3 Dakwaan Kedua, menurut
hemat kami menunj%}%al- hal sebagai berikut

hukum  yang dijadikan

Bahwa para terd , Sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara,&lah melakukan pemotongan honor/gaji juru

pem ra situs cagar budaya yang notabene adalah

@yelenggara negara juga;

Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan para terdakwa pada saat
para terdakwa menjalankan tugas dan kewenangan mereka,
karena memiliki  kewenangan, kesempatan, atau sarana dan
jabatan atau kedudukukan, sementara itu juru pemelihara
situs cagar budaya yang honor/gajinya dipotong berada dalam

struktur kedinasan dimana para terdakwa menjalankan

kewenangan mereka;

Bahwa pemotongan honor/gaji juru pemelihara situs cagar budaya
yang notabene adalah penyelenggara negara tersebut oleh

para terdakwa, dilakukan tanpa alas hak/dasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas,
para terdakwa sebagai pegawai negeri/penyelnggara negara,
tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
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padanya karena jabatan atau kedudukukan,@a tepatnya
o
adalah : para terdakwa dalam menjalankan @snya membayarkan
honor/gaji penyelenggara lainnya, tela‘iblmelakukan pemotongan

honor/gaji mereka; \

Demikian juga, halnya dengan ur perbuatan terdakwa yang

dapat merugikan keuangan n@a atau perekonomian Negara:

Menimbang, b%‘bkami tidak sependapat dengan
pertimbangan dala&futusan yang menunjukkan bahwa perbuatan
para terdakwa @tong honor/gaji juru pemelihara situs cagar
budaya ya@m’tabene adalah penyelenggara negara tersebut,
dapat @Jgikan keuangan negara atau perekonomian Negara,
ka@ honor/gaji  tersebut secara yuridis sebelum diterima
secara nyata oleh mereka, uang honor/gaji tersebut sejak
dicairkan, sudah merupakan uang pribadi mereka sendiri, bukan
lagi sebagai uang negara; karena itu pula ketentuan pasal 18

yang menyertai Dakwaan Kedua, tidak lagi ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas,
jelas fakta hukum perbuatan para terdakwa menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukukan, serta dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, dan karena
itu pula maka tidak lagi relevant untuk membuktikan, apakah
para terdakwa telah melakukan perbuatannya secara bersama-sama
dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)

ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbang-

pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa secara meyakinkan
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=
tidak terbukti bersalah melakukan perbuatz?tin’gak pidana
[ 4

korupsi sebagaimana didakwakan dalam DakW%y dua tersebut;

Menimbang, bahwa karena parafémkwa tidak terbukti

bersalah melakukan perbuatan tind dana korupsi sebagaimana

didakwakan dalam Dakwaan Ke@ akni perbuatan yang diatur

dan diancam pidana Pasal ng- Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasa k Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan U aﬁndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas ng- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55

ayat (1) -4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka para

terdak@arus dibebaskan;

&enimbang, bahwa demikian juga menurut hemat kami, fakta-
fakta hukum tersebut tidak juga dapat didakwa dengan dakwaan
lainnya, yakni Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Ketiga,
sebagaimana halnya dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya, vyang karena itu Majelis Hakim
Tingkat Pertama kemudian memilih Dakwaan Kedua yang juga tidak
terbukti; hal mana disebabkan karena fakta- fakta hukum yang
dijadikan pertimbangan, tidak memenuhi unsur ketentuan seluruh

dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami seluruh fakta hukum
tersebut adalah fakta- fakta hukum yang masuk dalam kualifikasi
hukum ketentuan pasal 12 huruf f UU No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan pasal 12 huruf f UU No.
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31 tahun 1999, jo UU No. 20 tahun 2001 .te@ut menyatakan
sebagai berikut : “Dipidana Dengan Pidana %}ara Seumur Hidup
Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4%0 Tahun Dan Paling
Lama 20(dua puluh) Tahun Dan Pid Wenda Paling Sedikit Rp.
200.000.000,- -(Dua Ratus Juta ah) Dan Paling Banyak Rp.
1.000.000.000,- - (Satu Mil)@Rupiah), Pegawai Negeri Atau
Penyelenggara Negara % Pada Waktu Menjalankan Tugas,
Meminta, Menerima ﬁ; Memotong Pembayaran Kepada Pegawali
Negeri Atau Pe nggara Yang Lain Atau Kepada Kas Umum,
4

Seolah—ola?ﬁega i Negeri Atau Peneyelengara Yang Atau Kas
b

Mempunyai Hutang Kepadanya, Padahal Diketahui

Umum $
Bahw Tersebut Bukan Merupakan Hutang”;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan pasal 12 huruf f
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
tersebut ternyata tidak didakwakan oleh Penuntut Umum atas

perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, para terdakwa harus dilepaskan dari seluruh

tuntutan ataupun dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 6 undang-
undang Nomor 8 tahunl1981 tentang KUHAP yo pasal 14 Undang-
undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka
putusan harus diambil dari sura terbanyak dalam rapat
permusawaratan hakim sehingga  putusan pengadilan Negeri

Kandangan tanggal 03 Agustus 2011, Nomor:
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. ’;
77/Pid.Sus/2011/PN. Kgn yang dimintakan bandi@er ebut harus
[ 4
dikuatkan ; :':\«

Menimbang, bahwa berdasarkan P @42 KUHAP oleh karena
dalam pemeriksaan tingkat bandi Q para terdakwa yang
dipidana ada dalam tahe{@i kota, Pengadilan Tinggi
berpendapat terdapat cu@ alasan untuk  mempertahankan
penahanan kota terh%‘bara Terdakwa , dan sesuai dengan
pasal 22 ayat (2) fangka 4 KUHAP selama terdakwa ditangkap

dan ditahan a dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkar@aﬂa; terdakwa ;

l\@pang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi
pi@ maka kepada Terdakwa | dan Il harus pula dibebani
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat bading besarnya akan disebutkan dalam amar

putusan perkara a quo ;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yo pasal 182 ayat 6 undang-
undang Nomor 8 tahunl1981 tentang KUHAP yo pasal 14 Undang-
undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta serta pasal-
pasal lain dalam peraturan per Undang- Undangan yang

bersangkutan dengan perkara ini ;
s MENGADI LI

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum ,Para
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Terdakwa dan Penunt ut Umum@vs ut ;
[

Menguatkan putusan Pengadilan Negertb%dangan tanggal 03

Agustus 2011 Nomor??/Pid.Sus/%@N.Kgn. yang dimintakan
banding tersePbt’& ;

[ ]
Menetapkan Terdakwa I@RAMSINAH, S.Ap dan terdakwa Il

SITI  ROSMAWAT berada dalam tahanan kota ;
/

Menghukum P Terdakwa untuk membayar biaya perkara di

keduad&vg'k t‘ peradilan yang untuk tingkat banding

maging- masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus

: ﬁupiah )

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan pada hari RABU tanggal LIMA bulan Oktober
tahun 2011 oleh kami : YAKUP GINTING, SH. CN M Kn. Hakim
Tinggi sebagai Ketua Majelis , H. ABDURRAHVMAN HASAN .SH,MPd.
dan HADI SUTJIPTO,SH.MHum, masing- masing Hakim Tinggi Ad Hoc
sebagai Hakim- Hakim  Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal
06 September 2011 Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM untuk
mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan
HJ.NORIDA MARIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
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dan Terdakwa ; Q’.
[
Hakim Ketua, ‘b‘

>

e
« O
YAKUP . SH. CN MKn

>

Hakim Anggota@ Hakim Anggota

\4/

ttd

[ 4
H. ABDUR HASAN, SH. MPd HADI SUTJIPTO,SH.MHum.
Panitera Pengganti,
ttd
HJ.NORIDA MARIANI SH
halaman 69 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 11/PID.SUS- TPK/2011/PTBJIM
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 69
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



